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dilakukan oleh PT. Wahana Bersama Globalindo ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Informan:

1. Pejabat pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2. Pejabat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Penyidik pada Polda Metro Jaya yang menangani kasus PT. Wahana Bersama
Globalindo.

4. Mantan Direksi pada PT. Wahana Bersama Globalindo.

5. Mantan Investor pada PT. Wahana Bersama Globalindo.

Data Wawancara Yang Dicari:

1. Legalitas perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo:

Proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama Globalindo.

Proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo.

Jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo.

Jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo.

Tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana

Bersama Globalindo.

Struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama Globalindo.

. Hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan Dressell
Investment Limited (DIL)-USA.

h. Proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana Bersama
Globalindo.

2. Mekanisme pengawasan terhadap perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo:

a. Badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis
investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.

b. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang berwenang
terhadap terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama
Globalindo.

c. Kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan.

d. Peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi
yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo.

e. Substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan PT.
Wahana Bersama Globalindo.

3. Perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan investasi yang dilakukan
oleh PT. Wahana Bersama Globalindo:

a. Modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama
Globalindo.

b. Jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama
Globalindo.
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¢. Pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana
Bersama Globalindo.

d. Substansi hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku tindak pidana investast.

e. Jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo.

f. Mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama Globalindo.

g. Substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para
investor PT. Wahana Bersama Globalindo.

Data Dokumentasi Yang Dicari:

Jumlah kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo.

Jumlah investor PT. Wahana Bersama Globalindo.

Akta Pendirian PT. Wahana Bersama Globalindo.

Surat Izin Usaha PT. Wahana Bersama Globalindo.

Struktur Organisasi Perusahaan PT. Wahana Bersama Globalindo.
Pengurus PT. Wahana Bersama Globalindo yang dijatuhi pidana.
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PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : .......cccceennnnininnninnn,

Pekerjaan/instansi : Depatemen Perindustrian dan
Perdagangan

Jabatan O RROPROION

Tanggal wawancara D e e

10.

11.

12.

13.

14.

. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi kepada PT. Wahana Bersama

Globalindo?

. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo?
. Apa jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo?
. Apa jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana

Bersama Globalindo?

. Bagaimana struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama

Globalindo?

. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan

Dressell Investment Limited (DIL)-USA?

. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana

Bersama Globalindo?

. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis

investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang
berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama
Globalindo?

Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?

Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Perlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
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PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan @ ......eevvvvvrvvnnncciencncin.
Pekerjaan/instansi : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jabatan D e
Tanggal wawancara D e s

1. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama
Globalindo?

. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo?
. Apa jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo?

. Apa jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

L I S S N oS

. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana
Bersama Globalindo?

6. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan
Dressell Investment Limited (DIL)-USA?

7. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana
Bersama Globalindo?

8. Apa badan/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis
investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

9. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga yang
berwenang terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT, Wahana Bersama
Globalindo?

10. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?

I1. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

12. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

13. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas
kejahatan investasi yang dilakukan PT, Wahana Bersama Globalindo?

14. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama
Globalindo?

15. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?
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PERTANYAAN PENELITIAN
Nama responden/informan @ ....cccoorverininrnnrcececncenees
Pekerjaan/instansi : Polda Metro Jaya
Jabatan : Penyidik pada Polda Metro Jaya
Tanggal wawancara D eererer e e re e et a s as

1. Bagaimana peranan Polri dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi
yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga terkait
terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

3. Apakah substansi hukum bagi proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

4. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana
Bersama Globalindo?

5. Apa jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama
Globalindo?

6. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT.
Wahana Bersama Globalindo?

7. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat
pelaku tindak pidana investasi?

8. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

9. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama
Globalindo?

10. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?
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PERTANYAAN PENELITIAN
Nama responden/informan © ......ccoviniiieiecinnecneen
Pekerjaan/lembaga : PT. Wahana Bersama Globalindo
Jabatan : Mantan Direksi
Tanggal wawancara L ererreeaeres et rn e naenneranes

I. Bagaimana proses pemberian izin bisnis investasi pada PT. Wahana Bersama
Globalindo?

. Bagaimana proses pembukaan kantor cabang PT. Wahana Bersama Globalindo?
. Apa jenis izin usaha yang dimintakan PT. Wahana Bersama Globalindo?

. Apa jenis kegiatan usaha yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Lh o W b

. Apa tujuan penyelenggaraan bisnis investasi yang dilaksanakan PT. Wahana
Bersama Globalindo?

6. Bagaimana struktur organisasi perusahaan pada PT. Wahana Bersama
Globalindo?

7. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Wahana Bersama Globalindo dengan
Dressell Investment Limited (DIL)-USA?

8. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana
Bersama Globalindo?

9. Apa kewajiban PT, Wahana Bersama Globalindo dalam hubungannya dengan
proses pengawasan bisnis investasi yang dijalankan?

10. Bagaimana modus operandi kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana
Bersama Globalindo?

11. Apa jenis/bentuk kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama
Globalindo?

12. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan investasi yang dilakukan PT.
Wahana Bersama Globalindo?

13. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama
Globalindo?
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Nama responden / informan . Michael Manurung SP, ME

Instansi . Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa, Difjen.
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Jabatan . Kepala Seksi Pengawasan Jasa Distribusi

Tanggal Wawancara : 29 Januari 2010

Pertanyaan nomor:

9. Apa badanflembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang
dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Jawab:

Selain Bapepam, fembaga yang berhak untuk mengawasi perdagangan jasa investasi adalah
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas BBJ, Ditien Perdagangan Dalam Negeri,
Kementerian Perdagangan). Ditwas BBJ melakukan pengawasan dengan berdasarkan pada
Undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen. Ditwas BBJ hanya
memiliki wewenang untuk mengawasi perlakuan pelaku usaha kepada konsumen jasa investasi.

Akan tetapi pengawasan terhadap operasiona! pelaku usaha merupakan wewenang dari Bapepam.

10. Bagaimana mekanisme pengawasan yang ditakukan oleh badanflembaga yang berwenang
terhadap bisnis investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Jawab:

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa terdiri dan
pengawasan berkala yang apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pelaku usaha, maka
pengawasan berkala tersebut dapat diteruskan dengan pengawasan khusus. Pengawasan khusus
juga dilakukan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat atau konsumen.

Untuk tata cara pemeriksaan di bidang operasional pelaku usaha oleh Bapepam, mekanisme
pemeriksaan tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Cara Pemeriksaan
di Bidang Pasar Modal.

11. Apa kewajiban PT. Wahana Bersama Globafindo dalam hubungannya dengan proses pengawasan

bisnis investasi yang dijalankan?
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Medtrdf U Momor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, kewajiban pelaku
usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
¢. Memperiakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi danfatau diperdagangkan berdasarkan

ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang beriakuy;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan / atau mencoba barang dan/atau
jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

f.  Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi danfatau penggatian apabila barang danfatau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal perdagangan jasa investasi, pemberian kompensasi atau ganti rugi seperti disebutkan
pada huruf 'f pasal 7 UU Perlindungan Konsumen diatas hanya berlaku untuk kelalaian pefaku
usaha dalam melakukan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian konsumen dan tidak

mencakup kerugian akibat resiko investasi.

Untuk pengawasan operasional oleh Bapepam, pelaku usaha juga wajib memberikan laporan

berkala dan insidenta! kepada Bapepam sesuai dengan UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar Modal.

Bagaimaria peranserta masyarakat dalam mefakukan pengawasan terhadap bisnis investasi yang
dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

Jawab:

Masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran terhadap UU Pertindungan Konsumen kepada
Kementerian Perdagangan dengan memberikan bukti yang cukup.



14.

"W“w”‘ Indone5|a Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

Be%ﬁ%lmﬁﬁd@hjmp mﬁnﬂdﬁh‘a dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
Jawab:

Substansi hukum yang berkaitan dengan pengawasan bisnis investasi cukup banyak seperti UU
nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal, peraturan — peraturan Bapepam LK, Surat
Keputusan Ketua Bappeti selain itu ada juga UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam berhubungan dengan konsumen.

Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada para investor
PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

Jawab:

Substansi hukum terhadap upaya pembenan perlindungan hukum kepada para investor sudah
cukup memadai, akan tetapi factor yang menentukan keberhasilan perlindungan hukum kepada
investor bukan hanya substansi hukum, factor lainnya adalah penegakan hukum, kehandalan
pengawas dalam penyidikan/pembuktian kesalahan dan juga kesediaan investor untuk
memberikan pengaduan dan informasi kepada pengawas juga sangat menentukan keberhasilan

perlindungan hukum,

Responden

Michael Manurung, SP, ME

Perllndungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
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AL, Universitas Gadian Mg pIQ NP REVIR RIS PEFAINARMAN MODAL

JALAN JENDERAL CATOT SUBRGTO MO 44 JAKARTA 12190, 1INDONESIA

BKPM TELEPON 6221 525 J008. 525 2649 575 4081 FAKSIMIL h221 525 1943
SITUS waw bkpmi gaad, E-MAIL sysadméeblkpoy. go «d

Nomor Y BUASI010 Jakarta, 24 FEB 2

Lampiran Do

Perihal ;  Penelitian dan pengumpulan data Kepada Yth

PT.Wahana Bamsama Glebalindo.
Muh Arsat Sahban, S.H., SiK

Ji. Tanjung Duren Selatan IIl/28
Jakarta Barat

Sehubungan dengan sural dari Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada No.384/Jo1/MH/FHA/II0Y tanggal 18 Agustus 2009 penhal sebagaimana lerebut
pada pokok surat yang diterima oleh Badan Keordinasi Penanaman Modal tanggal 12 Januar
2010, dengan ini dibertahukan bahwa kami tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang
Saudara sampaikan mengingat keterbatasan data yang kami miliki. Informasi yang lersedia

sebagai berikut;

1, PT.Wahana Bersama Globalindo tercatat di BKPM merupakan Perusahaan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dibidang usaha perdagangan ekspor dan impor
serta jasa konsultasi manajemen bisnis beriokasi di Kota Adminstrasi Jakarta Pusat dengan
Surat persetujuan BKPM No.86/1/PMDN/2005 tanggal 23 Mei 2005.

2. Nilai investasi perusahaan tersebut untuk bidang usaha perdagangan ekspor dan impor senilai
Rp.650.000.000 dan untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis senilai
Rp.350.000.000

3. Sampai saat ini perusahaan belum mengajukan permohonan lzin Usaha Perdagangan ke
BKPM.

Demikian agar menjadi maklum.

Tembusan disampaikan kepada Yth -

t. Bapak Setama BKPM;

2. Bapak Depuli Bidang Pelayanan Penanaman Modai,

3. Bapak Deputi Bidang Pengendalian dan Peiaksanaan Penanaman Medal.
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PERTANYAAN PENELITIAN

Nama responden/informan : Sulianti Chandra
(mantan investor)

Pekerjaan/lembaga : wiraswasta
Jabatan : Owner Auto Moda
Tanggal wawancara : senin, 4 Januari 2010

1. Bagaimana proses pengumpulan dana dari para investor oleh PT. Wahana
Bersama Globalindo?

a. Menawarkan produk reksadana Dressel yang berkedudukan di
Amerika. Cara menawarkannya datang kerumah/kantor menjelaskan
prospek investasi tersebut. Yang menurut mereka sudah diakui secara
internasional maupun nasional karena beberapa nama besar seperti
safir senduk ahli manajemen keuangan sering memberikan statemen di
media, dan memperlihatkan beberapa media yang menyebut investasi
Dressel. Kalau kita berminat, data di Transfer ke PT. Wahana dan
dalam waktu 2 minggu dikirimkan sertifikat keikutsertaan kita. Alasan
yang dikemukakan kenapa harus menunggu 2 minggu, karena data
tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke Amerika dan sertifikat
dikirim langsung dari Amerika.

b. Dana bunga setiap bulannya di Transfer langsung ke rekening nasabah
dengan denotasi Dollar.

¢. Bunga investasi setiap bulannya sebesar 2%.

2. Mengapa tertarik untuk menginvestasikan modal pada PT. Wahana Bersama
Globalindo?

a. Saya tertarik untuk menginvestasikan Dana di PT. Wahana karena
memberikan imbal hasil yang besar yaitu 2 % per-bulan atau 24 %
setahun dalam denotasi Dollar. Sehingga keuntungan selain dari imbal
hasil, juga dari kenaikan mata uang Dollar.

3. Bagaimana peranserta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bisnis
investasi yang dijalankan PT. Wahana Bersama Globalindo?

a. Kami tidak mengetahui bagaimana peran serta masyarakat. Apalagi
kami sebagai masyarakat tidak mengetahui aturan apa yang dilanggar
oleh PT. Wahana saat menjalankan usahanya.

4. Apakah subtansi hukum yang berlaku sudah cukup memadai untuk menjerat
pelaku tindak pidana investasi?
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a. Menurut kami substansi hukum masih sangat kurang jelas. Buktinya
PT. Wahana bisa berjalan selama kurang lebih 10 tahun di Indonesia
yaitu mulai tahun 1997 s.d 2006. Bahkan banyak orang-orang
profesional dengan kepandaian tinggi ikut bergabung di investasi ini
seperti OC. Kaligis, Bpk Agung Laksono dll. Ini sesuai yang pernah
kami dengar.

5. Apa jenis/bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas
kejahatan investasi yang dilakukan PT. Wahana Bersama Globalindo?

a. Kami tidak melihat adanya bentuk perlindungan hukum ke kami.
Karena sampai saat ini tidak ada pengembalian dana se sen pun dari
kurator maupun dari pejabat yang menangani masalah tersebut,

6. Bagaimana mekanisme pengembalian modal investor PT. Wahana Bersama
Globalindo?

a. Kalau prosedur pengembalian modal ke kami sampai saat int befum
ada.

7. Apakah substansi hukum terhadap upaya pemberian perlindungan hukum kepada
para investor PT. Wahana Bersama Globalindo sudah cukup memadai?

a. Menurut kami masih sangat kurang memadai. Nyatanya sampai saat
ini tidak ada kejelasan mengenai dana kami.
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5. The Investor shall pay an Account Opening Fee of 2% on the amount of his inicial investment. The
[nvescor may increase his invesement-at any time, Any such increase will also be subject ro the 2%
Account Opening Fee.

6. The Portfolic Manager may ar any time on giving the Investor chirry (30} days written notice

terminate this Agreement and transfer the total ner value of the Investor's account to the Investor.

On any payment or transfer by the Portfolio Manager vo the Investor. the Portfolio Manager shall be
enticled w0 deduct first all ourstanding fees and expenses due to the Portfolio Manager.

-~

8 The Investor hereby declares chat he/she is not a United Stazes person.
9, In case of death of the Investor, this Agreement can be terminared at an agreed date if notice is given
by his legitimate heirs. Il there are several, the Portfolio Manager is legally entitled to send all

correspondences to only one of them ar its discretion.

10. As remuneration for its services the Portfolio Manager shall receive a performance incentive as
specified in the Informartion Brochure.

11. ‘The Invescor agrees to indemnify the Port{clio Manager and hold che Portfolio Manager harmless in
respect of any act deed or omission of it or its appointee in relation to the operation of che Investor's

funds maintained wich che Portfolio Manager.

12. This Agreement shall be subject to the laws of the British Virgin Islands.

IN WITNESS whereof the parties hereto have cavsed this Agreement to be executed on the - 30TH
day of NOVEMBER 2004

DRESSEL INVESTMENT LIMITED INVESTOR

Aurhorized Signature(s) Sig nacure-(s)r ‘
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DRESSEL INVESTMENT LIMITED

AGREEMENT

GLGuwAL M/ 1S PORTFOLIO
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PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT
FOR GLOBAL MARKETS PORTFOLIO

THIS PORTFOLIO MANAGEMENT AGREEMENT is made berween :

Name : Nadonalicy

Address —

hercinafter called “the Investor® AND DRESSEL INVESTMENT LIMITED of Akara Building, 24 De
Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereinafter called "the Portfolio
Manager”.

It is hereby agreed as follows ;

1. The Tnvestor hereby appoints the Portfolio Manager as Pottfolic Manager and Fiduciary Agent with
the full power necessary to act in accordance with the terms and condicions of this Postfolio
Management Agreement for Global Markess Portfolio ("this Agreement™) and 1o urilize the Investor's
funds for the putrchase and sale of any global investment market instruments as and when the
Portfolio Manager and/ or its appointee(s) judges fit,

2. The Portfolio Manager is hereby authorized to

a.  act as portfolic manager and fiduciary agen: for the funds of the Investor.

b. make all appropriate srtangements including but not limited to the pooling of the Invesror's
funds togzther with the funds of other investors for rading the Investor's funds in the marker as
pet paragraph 1. '

¢. employ, delegate managers, advisars, agents ot any other persons for the purpose of making
nvesoments.

d. buyand sell investment instruments in the markecs as per paragraph 1.

3. The Investot agrees to leave the funds with the Portfolio Manager for a minimum period of six (6)
months. Thereafter the Investor may at any time on giving the Portfolio Manages seven (7) days
notice in wrinng instruct the Portfolio Manager to transfer to the Investor all or any part of the
Iavestor's funds

4. ‘The Investor may withdraw all or part of his account at any time by giving the Portfolio Manager
seven {7) days notice in wridng subject o the following deductions
2. if withdrawal takes place at any time up to the end of the thitd month from the initial
investment, 2% of the investnent amount.
b if withdrawal takes placc at any time up to the ead of the sixth month from the initial
investment, 5% of the investment amount.

The lavestor shall pay an Account Opening Fee of 2% on the amount of his inidal invesmment. The
Investor may increase his invesument at any dme. Any such increase will also be subject to the 2%

wr

Account Openung Fee
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6. The Portfolio Manager may at any time on giving the Investor thirty (30) days written nodice
terminate this Agreement and transfer the rotal net value of e Imvestor’s account to the Investor

7. On any payment or wansfer by the Portfolio Manager to the Investor, the Portfolio Manager shall be
entitled to deduct first ail outstanding fees and expenses due to the Portfolio Manager,

8. The Investor hereby declates that he /she is not a United States Petson.
9. in case of death of the Investor, this Agreement can be terminated ar an agreed date if notice is given
by his legitimate heirs. If there are several, the Portfolio Manager is iegally entitled to send all

correspondences 1w only one of them at its discretion.

10. As remuneration for its services the Portfolic Manager shall receive a performance inceative 23
specified in the Information Brochure,

11. The Investor agrees to indemnify the Pottfolio Manager and hold the Portfolio Manager harmless in
respect of any act deed of omission of it of its appointee in relaton to the operation of the Investor's

funds maintained with the Portfolio Manager,

12. This Agreement shall be subject t the laws of the British Virgin Islands.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be execated on the  30TH____
day of NOVEMBER 2004

DRESSEL INVESTMENT LIMITED INVESTOR

J

Authosized Signature(s) Signamre(s)
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CERTIFIEG TRUE COPY
ARTYUR W. C. 40 & CG.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

o . HONG KOHG
BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS CQOMPANIES ORDINANCE
(NO. 8 OF 1984)

MEMORANDIM OF ASSOCIATION

: AND ™ .
ARTICLES OF ASSOCIATION
oF

DRESSEL INVESTMENT LIMITED

MOSSACK FONSECA & COQ. (E.V.L) L
Tortola, British Vigin Islarids
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THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ORDINANCE
(Nt B of 1984) -

MEMORANDUM QF A_SSOCIAT.I.ON

. Lo, -
{“the Company™}

The Name of the Companyis Dressel Investment Limlted

Thic Regtstered Oflice of the Company 1s? Skelton Bldg, Main Sirect, P O Box 3135 Road
Town, Torlela, British YVirgin Islands or such other place within the Edftish VIrglnIsIands

as the dfrectors may from lime to Ume delermine.
The Reglstered Agent of the Company Is Mossaclk Fonscea & Co. (B.V,1] Ltd., Skciton
Bldg., Main Streel. P. 0. Box 3136, Road -Town: Tarto[a Brtttsh Vlrgln lslands or such
other person-or comp:my bc!ng El pcrson or company cntttled Lo act as’ a Regislered
Agent as the dircctors may from u.mc la tumie determtic”

The objects for which the Company’ls citablished are;

{a) To carry on the bustneds of an tnvcstmcnt compary and for, that purpese to acquire
{by orgtnal subscription, contract, tcndcr puﬂ-hn.sc or cx.r:hnngc undcmntmg and to
hold, In the name,of the Company orof, any nomincc, ,sharc s;ocks debentures,
debenture stocles, bends. nolcs, ob!lgallons or s:cudtlcs, and to subsertbe for (he same
subjcct to such lermes and condluons (u’ any) 1f miy'ge l.houghl ne! -

{t} To excretse and enforce all fights and powers Tonfeed: By or incident (o Lhc-
ownership of any. such share stock obligations ‘ot other’ securitics ingliding without
prejudice o the gcncr'-ltty ¢! Lhe foregolng alt such powers of vcto ‘oricontrol as
tuay be corderred by viftue of the holding by the Company ofsomc special proportion
of lhe Issucd or nominal amount thereol "and to- provide rnznagcnal and olher
executive supesvisory and cansu":.nq- scwlccs for or In relalion lo any company
tn which the Company is fnlerested updn such tc:ms es may be thOught I'lt .

(0 To buy. own held, subde..,lcasc, sell, ran_‘prcparc bu!]dlng silc.s. construct
! reconstruct. alter, tmprove, dedorale, I'um!sh opc.ratc. ma.Lr.taln reclalm o othiérwise

deal with and/ar develop land “dnd’ bulldlngs and othcrwlsc dealyin'feal. estale
in all its branches, to make sdvanges. upon the securty of !and or housts or. othcr
preperty or any Interest theretn, and wh:lhr.r erected or {n course'of crcc:Um and
whether on first morigage or chargc or subject to a priér mortngc or morlgagr.s or
charge or charges. and to develop land and bufldings as may scem expédlent but

wlthout preJudice Lo the generalty uf the foregoing.

{d) To ciny on the business of Fraders and merchauts of any kind, nature or description,
and the salc or rendering of related praducts and services. and the employment of the

ncc:s'sary personnel therelor.

Without prefudics to e gener=illy of the loregolng pargraphs,
bustness of franchising: te purchase, scli, exchange, , lease, ma
fnvest In all kinds of movable or Lnmovable pmpcrty. mercha
ellfects,, products, services of any kind, na2turz ordescdptlon, lofc
of commerctal or flnanclal opersiton, Lo recelve and/or pzy 1o alg,
and other Incomie or outgolngs of any kind, to purchase, conslrGi
operate, manage, administer transport vessels of any kind and
and relaled scrvices and agencles; to scll or render related se

ficcessary personne! therefor.

(e
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PEMERINTAH DALRAIL KHUSUS [BUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI DKEJAKARTA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG:UNDANG NO;HOR JTAHUN 1852 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSERCAN TERBATAS

NOMOR TDI GERLAKUSD TANGGAL

09,05.1.74.35853 . . 21 SEP 2008 Ol 1
AGENDA PENDAFTARAN .
MO MRS G2 TR T ' TANGGAL . ST TEa
NAMA PERUSATIAAN WAHANA BERSAMA GLOBALINDD, PT
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& Membaca - Surat permohonan tartarggel 23 Oktober 1997 Nomer:665/1997 }g\
7 dari H.Yynardi SH Penggenti daxrl Fotarle Haji Aamawel Amin S
S SH yang keal terima tanggal 31 Ogtober 1997: @2\;
S s,
/ N
X 2

b

o
% )
A\ Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Persercan ZEN
@ ang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang N2
3\ y 7N
7 ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku QJ{
§ sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas i}
$ Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud. 7
%, R
X Mengingat . 1. Undang-undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perscroan Terbatas %-g;
S {Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran \-&j_’é
o Megara Nomor 3587); 2
§ 2. HKeputusan Menteri Kehakiman Republik indonesia Normor : M.O1 - "g}
N PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohoran 2\
2 dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; ‘/
} v:.b
& MEMUTUSKAN : §§
7 >
N Menetapkan : %’&
% S
:}‘ PERTAMA . Memberikan pengesahan Akla Pendirian Perseroan Terbatas : ({%
{ Q> X (a r]
% PT, HAHANA BSRIAN! OLOBALINDO, - ({5};
N- NPWP,1.824,077,0-022 - AN
b berkedudukan di Jakarta sesual dengan Data Alcta Perdirian 2N
& Porsercan tanggal 23 Oktober 1997 yang dibuat oleh Baji Tu SR
7 nardl SH Pengganti darl Ngtarls Hajl Asmawel Amin SH bexke 3
S dudukan 84 Jakarta,- 2
% S
N 7
& R
3y . . . . 2N
7 KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai bertaku sejak tanggal N
ditetapkan. Z:
& , A Ditetapkan di Jakarta

o v mmeees o
R e ALA(E T st
B AN IAN HPATAN, AV 1) sl

padatanggal s 19 Januari 1998

urpeng WWipc DalL: !
i’g JA.ﬁ.“M“f:‘NTERl KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
G ' DIREKTGR JENDERAL

AV L UIKUM DA PERUNDANG-UNDANGAN

\ O

._\’f%\-, u
_ PERDATA
o’ vt . | s et as
: i Ratiigemii Wid jaya SH

/n

NN LN G SN IS )
KRR



dP'erlindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi
i

Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

UNIVERSITAS

e Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
+ GADJAH MADA- """,
Pkt bt - row. . H, ASMAWEL AMIN SH
{ y? g - = NOTARIS DAN PPAT.
o N A .
o (gr,'.i[ ‘—J?_.)_s_-' DKt - Jakarta

SK MENXEH RI TGL, 9-12-1986 NO : M-136-H7.03.05-TH 1986
SK MENDAGRI TGL, 15-6-1987 NC | B2/DJA/1987
Ji. Lapangan Roos Raya No, 2 Tebesl, Jakarta Selatan
Telp. 8314485 - BI14466-3303222
Fax. 8303222

PATA AKTA PEMDIRIAN PERSEROAN
( Pasal B ayat ( 1 ) dan Pasal 12 YU He.1/1995

L. Nazmz Perserocan : FT. WAHAKA DERSANA GLORALINDO,

2. Tempat Kedudukan Perseroan Jakarta.

-

3. NPUP Perweroan :
a. Nomor
b. Kantor Pelayanan Pajak
Yang Mengeluarkan
4. a, Status Persercan
b. Jenis Perseroan

: 1.824,077.0-022.

KFP Jakarta, Tanah Abang.
Tertutup,
Non fasilitas.

'

5. Akta Pendirian :
Tanggal dan Nomor akta
Nama dan Tempat Kedudukan Motaris

27 Juli 1997 HNomor 14%.
H., ASMAWEL AMIN, SH, Notaris di Jakarta.

£, Para Pendiri Perseroan :
E.1 Hama Lengkap
Status pekerjaan
Tempat dan Tanggal lahir
Alamat jelas

Tn. KRISKD ABIYANTD SOEKARND.

Suasta.

Jakarta, 5 Agustus 19353,

Jakarta Pusat, Jalan Lombok Nemor 1A,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 00%,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan flenteng.

s we ae ms

Kewarganegaraan : Indonesia.-

£.2 Nama Lengkap ¢ Tn. IWAN WAHYUD'IN SUHERMAN,
Status pekerjaan : Swasta.
Tempat dan Tanggal lahir ; Sukabumi, 13 Desember 1962,

Alamat jelas

Jakarta Selatan, Jalan Putri Nesor 10,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabuc:.

Kewarganegaraan Indonesia,-

6.3 Hana lengkap
Status pekerjaan
Teapat dan tanggal lahir
nlamat jelas

Tn. SETIO WIRATMO.

Suasta.

30 April 19790,

Bekasi, Pondok Timur Mas Bd/14,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12,

Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Belasi Selatan.
Kewarganegaraan 1 Indenesia.

7. Perseroan didirikan + Beagan jangka waktu yang tidak terbatas,

8. Maksud dan tujuan . Perseroan  -Bergerak dalam hidang perdagangan usum, pembanqunan,
pengangkutan, perindustrian, percetakan dan jasa.

7. Kegiatan usaha Ferseroan : a.-Melakukan usaha dalam bidang perdagangan unum,
termasuk juga perdagangan interinsulair, import
dan eksport baik untuk perhitungan seadiri ----
maupun atas tanggungan pihak lain secara kXomisi
serta usaha-usaha sebagai leverancler, grossier
distributor, supiayer dan perwakilan/keagenan -
dari badan-hbadan usaha laianya § =-====r====-a--

b.-Melakukan usaha dalzs bidang kentraktor, -----
developer, perencanaan, pelaksanaan, pemborong-~
banguaan=bhangunran, jembatan-jembatan, jalan ---
jalan, irigasi, teslekomunikasi, mekanival, ----
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NOTARIS DANPPAT
DKl - Jakana
SK MENKEH R TGL, 9-12-1986 NO : M-136-HT.00.05-TH 1986
SK MENDAGRI TGL, 15-6-1987 NO : B2/0JA/1987
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UNIVERSITAS

elevtrikal dan instalasi listrik j =-=-rm=w——=—---
c.-Melakukan usaha dalam bidang pengangkutan di -
darat, baik untuk sengangkut orang maupun -----
BATANG § —== = oo e emesn o ——smese o
d.-Melakukan usaha dalam bidang perindustrian ---
yang berhubungan dengan hasil-hasil perixanan,-
peternakan, pertanian dan perkebunan § --——-=--
e.-Melakukan usaha dalam bidang percetakan, -----
penerbitan dan penjilidan § ---—=r-—mmcsmm—oauo.
f.-Melakukan usaha dalam bidang jasa, kecuall ---
jasa hukum dan pajak.

10G.a. Mpdal Dasar Perserocan sebesar 3 Rp.250.000.,000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
b. Modal yang telab ditempatkan
sebesar : Rp.125.000.000,- c(seratus dua puluh lima
Juta rupiahi,
c. PModal yang telah disetor sebesar s Kp. €2.500.0%0,- (enam pulub dua juta lima-
ratus ribu rupiahl.

11.5aham
a. Jumlah saham ¢ 2.500 (dua ribu lima ratus?) szham ;
J. Nilai Mominal setiap sakan : Rp.100,000,- t(seratus ribu rupiah).

12. Femegang Sahan

! Nama Pemegang S5aham ! Jumlah saham ! Hilai ! Jumlah yang

! ! rapng diambil .  Hominal H disetor !
H | bagian i Saham ! H
t 1.Tn, KRISHD ABIYANTO SOEKARNO. ! 125 i Rp. 100.000,-) Rp, €£.250,000,-:
! 2.7Tn. IWAN WAHYUDIN SUHERMAN. ! £2 : Rp. 100.000,-! Rp.31,250.000,-!
t 3.Tn., SETIO WIRATHA. H 300 i Rp. 100.000,-! Rp.25.000,000,-:

13. Pemangqilan Rapat Unua Peaegang Saham ¢ RUFS »
- Jangka waktu peamanggilan
RUPS : paling lambat 14 fempat belas) hari sebelum
tanggal rapat.

14, Cara Pemanggilan RUFS 1 Surat tercatat.

15. Tempat RUFS t Ditempat kedudukan perserocan atau ditempat
persercan melakukan vegiatan usaha.

1€, Korua rapat dan Persyaratan sahnya Keputusan 3

! Rapat Usum Feszegang Saham ' Korum H Keputusan '
RUPS H
a, RUFS 1 ' lebih dara 172 diambil dengan musyawarah -

{ untuk sufakat, bila dengan-
H iomusyawarah untuk mufakat --
. ¢ tidak tercapai maka ~-=----—- H
i i keputusan diambil deagan --
! | suara terbanyak dari jumlah !
! } suara yang dikeluarkan ----
H dengan sah dalam rapat. H

sedivitnya 173 v drambarl dengan musyawarah -

Brrantapy ELABLELE [

;wﬁ
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! untuk sufakat, bila dengan- !
| musyawarah untuk mufakat -- |
! tidak tercapai aaka ------- |
} keputusan diambil dengan -- ;|
| suara terbanyak dari jumlah !
! suara yang dikeluarkan ---- |
! dengan sah dalanm rapat. H

RUFS untuk penqubahan |

! 1

i

! anggaran dasar ! ! '
| RUPS 1 ipaling sedikit 2/3 | paling sedikit 2/3 !
| RUPS 2 lpaling sedikit 273 | suara terbanyak !

RUPS untuk = i
=-Mengalihkan/aenjaainkan H
sebagian besar atau seluruh |

[
| hkekayaan persergan {
!

paling sedikit 3/4 paling sedikit 3/4

~Penggabungan/peleturan/ |
Pengambilalihan ipaling sedikit 374 paling sedikit 3/4
-Peabubaran perseroan ‘paling sedikit 3/4 i paling sedikit 3/4

17. Direksi dan Xoaisaris

Diveksi @
a4, Syarat-syarat pengangkatan
Direksi : Warga Negara Indonesia yang memenuhi-
persyaratan sesuni dengan peraturan -
perundang~undanqan yang herlaku.-~
b. Anggota Diveksi diangkat -
oleh RUPS untuk jangka waktu i
¢. Jumlah angqota Direks:
Dengan susunan

lima > tahun.

dua } orang

satu ) orang [rertur Utama,
satu ) grang Direktur,

— =2 n
e

c.il Direktur Utama :

Nama Lengkap :t T, KRISHO ARIYANTD SOEXARNO.

Status pekergjaan : Guasta.

Tempat dan Tanggal lahar 1 Jakarta, 5 Agustus 1939,

Alamat jelas : Jakarta Fusat, Jalan Lombok Nomar 1A,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 0085,
Keluratan Gendangdia, Kecasatan Menteng.
Kewarganegaraan : Indonesia.-

t.2 Direktur :

Hama Lengkap

Status pekerjaan

Tempat dan Yanggal latur
Alamat jelas

Tn, IWAH WAHYUDIN SUHERMAK,

Suwasta,

Sukabumi, 13 Deseabier 1962,

Jakarta Selatan, Jalan Futri Nomor 10,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,

Kelurahan Fasar Manggis, Kecamatan Setiabudi.
Kewarganegaraan : Indonesia,.~

d. Rapat Direks: :

Karum Rapat + lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Direksi yang
badir atau diwakiiy dalam rapat, -
{eputusan t lebit dari 1/2 dar: jumlah suara vang dikeluarkan

Jengan sah dalam rapat,
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Komisaris :

a. Syarat-syarat pengangkatan
Komisaris Wargs Megara Indonesia yang eemenuhi-

persyaratan sesuai dengan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku,-

b. Anggota Xomisaris diangkat -
oleh RUPS untuk jangka waktu t+ 5 ¢ lima 3 tahun.

Jumlah anggota Komisaris s+ 1 C satu ) orang.

Dengan susunan 1 1 ( saty ) orang Komisaris.
-Koaisaris :

Nama lengkap

Status pekerjaan

Tempat dan tanggal lahir
Alamat jelas

n

Trn. SETID WIRATHO.

Suasta.

a0 April 1974,

Bakasi, Fondok Timur Mas B4/14,

Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 12,

Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan,
Indonesia.

Kewarganegaraan

4

d. Rapat Komisaris
Kerum Rapat i lebih dari 1/2 dari jumlah anggeta Komisaris
yang dihadir atau divakili dalam rapat.
Keputusan Rapat : lebih dari 1/2 dari suara yang dikeluarkap
dengan sah dalam rapat,

18, Fenggunazan laba pembagian deviden,
dan penyisihan untuk dana cadangan : littentukan oleh Rapat Umumn Pemegang
Sahanm.

Dengan iai kami menyatakan bahwa Data Akta Fendirian ini adalah sesuaj
dengan ketentuan standar akta Mocel I, ketentuan Undang-Undang Womor 1 Tahun
1995 tentang Perserpan Terbatas beserta peraturan Felaksanaannya dan
Feraturapn Ferundang-undangan lain yang berlaku, serta telah kami teliti
sesuai dengan dokumen yang talah diperlihatian kepada kami.

Jakarta, 23 Gkteber 1397
HDIARLS_EFNGGANTI DI JAKA
A0y T

Dota Akla Pendician Prrsaramn inl

(IR ERIT. Lo i

ral Keputuson Monteri Kenoiiman Republik Indonesla &
longgal : 19 Januari 1998

Nomor @ ¢z.238 97 01,.01,THIGE, ¢

Diketahui:
Hukum don Petundang-undangan
u -

Direktur tenderg

‘a
éiﬁﬂﬂ:ﬂ!ﬁg'Zi ted e

"& 3¢ widiaya, sH
\YirnaB440013205

..‘J. | - ‘
] g |
Ty /|
S 3
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NOTARIS
ELLIZA ASMAWEL, SH

SK. MENKUMDANG, RI TGL. 31 JUL! 2000 NO. C.603 HT.03.02.TH.2000

SALINAN

TANGGAL :

NOMOR . i

JL. DR. SAHARJOQ NO. 105 E TEBET JAKARTA.SELATAN
TELP. (021) 8306052, 8306053 FAX. 8301219
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£P RTEMEN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
~~ -- - REPUBLIK-INDONESIA
DIREKTORJ\TJENDI"RAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
J1. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor  C-UN02.01.2493 Jakarta, 5 April 20013
Lamprran Q75/MOTATNZQ05 Kepada Yih:
Perihal - PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN WNotaris Elliza Asmawel, SH
PEMEGANG SAHIAM & DIRLKSIKOMISARIS
PT WALIANA BERSAMA GLOBALINDO

Sesuni dengan data yang termual dalam Formal Isian Akla Notaris Model Til yang
tersimpan dalam Database Sisminbakum Salinan Akia Nomor : 45, Tanggal 28 Maret 2005
yang dibuat dan disampaikan oleh Notans Elliza Asmawet, SH berkedudukan di JAKARTA
SELATAN beserta dokumen pendukungnya, yang Aditerima pada langgal 5 Apri! 2005,
nseageii perehoban Pemegang Ssham & Dircksi/Komisaris PT WAHANA BERSAMA
GLOBALINDO berkedudukan di JAKARTA 1elah diterima dan dicatat dalam Database
Sisminbikum Dircktorat Jenderal Adminsstrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak

Asasi Manusi Republik Indoncsia

An MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI] MANbSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, 5H,, MH
NIP.: 040034478
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— . :
sembilan ratus sembilan puluh delapan { 17~1-1793 ) =--f---=--
| Nomor €2-238.KT.0L.0L.Th.98 ; ----—==-=s-==a= e

—dan talah bekerapa kali diubah terakhir donzan akta Risalsh --
Rapst tanggal empat belas Okxtober seribu semilan ratus -------
cembilan puluh sembilan ( 14-10-1999 ) Mamor 47, dibust oleh -~
RUSHAN, Sarjana Hukum, pada waktu jtu Motaris Pengganti dari --

Haji ASHAWEL AHMIN, Sarjana Hukum, pada wakty itu NHotaris di ---

JaRArta. ——===m=meemm eSS emmecsme oSS oSMSSSewSeomo o mmeTTT
-Untu% selanjutnya dalam akta ini disebut Perseroan. --------=-
-Bahwa dari segala sesuaty yang dibicarakan dan diputhkan ———-
dalam rapat tersebut telah dibuat Notulen Rapst dibswsh tangan-
tertanggal dua puluh detapan Haret dua ribu lima { 28-3-2005 ),

permaterai cuXup dilekatkan pada minuta akta ini, sedang oleh -

rapat tersebut kepada penghadap telah diberi kuasa untuk

menystakan keputusan-kephtusan datam rapat dalam suatu skia -—-

Notaris.

-Bahwa dalam rapat tersebut talah dihadiri oleh 1.250 { saribu-
dua ratus lima puluk ) sazham yang merupsiksn seluruh saham vang-
kas

talah ditempatkan dan diambil bagian serts disetor penuh ko

Persaroan hingga saat itu, sehingyn sesuai dengan ketentuan ---

pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat tersebut adalah
sah susunannya dan berhak mengambil segala kaputuszan yang sah -
dan mengikat dari segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat.-
-selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diaktas --
menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biass Para Pemegang --=
st telah diashil ----

saham Perserpan tersebut, dengan suvara hula

keputusan-keputusan sabzgai berikut :
% tuan ACHHAD --~--=--

A. Henyetujui penjuatan seluruh saham mili

AHMIHUDDIN HARLAR sebanysk 500 ( 1ima ratus ) ssham kepads --

tuan GANANG RINOARKO
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~s5ehinggzs setelah penjuslan ssham-saham tersebuf

dilaksanakan, maka untuk selanjutnys susunan para peme ang -
saham menjadl sebagal berikut : ---=--memeosmmmemo oo
1_-Twan KRISND ABIYANTO SOEKARND, ---~—==r==w-c=mceeccoc—ooo-
sebanyak 750 { tujuh raytus lima puluh ) —ww-eeememmooo
saham atau sebesar —--~--comm oo Rp. 75.000.000,-
( tujuh puluh lima juta rupiah ) ; =-==--==------ccoum-
Z2.-Tuan GANANG RINDARKD, ~-=---===r e e e e
sebanyak 560 { lima ratus ) saham -—ccceccsnmmmmcre s
atay sebesar --------smmrrercemaceaa oo Rp. S0.000.000,-
( 1ima puluh juts rupiah ) ; =r==r-mmmm oo
-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.?50 -----------------------
( seribu duva ratus lima puluh ) saham ==—=ecumm e
dengan nilai nominal sebesar =-ce--cweo——o Rp. 125.000.000,-
{ seratus dus puluh lima juta rupiah ). ===-ee-mmmccccrmmmen
B. Henyetvjui untuk marubah susunan Qireksi dan Komisaris -----

Perseroan yang lams sehingga susunan Dircksi dan Xomisaris -

Perseroan yang baru manjadi sshagsi berikut @ --------ovoma_
- Qirektur : Tuan KRISNOD AZTIYANTD SOEKARND -——---—-

tersabut | =---mmmmmmmmmee e
- Kaomisaris : Tuan GANANG RINDARKQ, lahir di -=wee-w

Semardang, pada tanggal enam Nopember -
seribu sembiian ratus enam puluvh enam-
{ 6-11-1946 ), swasta, bertempat -----
tinggal di Depok, Pondok Cibubur -——--
Blok C&/d4, Rukun Tetangga 04, Rukun --
Warga 08, Kelurahan Cisalak Pasar: ---
Kecamatan Cimanggis, pemegang Xartuy --

Tanda Penduduk Nomor =--ww=saweoooa—o—o

~

32.77.01.1012/474/3357977, Warga -----

--—‘—‘—‘—‘_‘—_
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mndonesia. --------------------

-------------------- DEHIKIAKLAH AKTA TN ~v==ve-oummnwamannas

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

~pibuvat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,-
tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepzla zkta ini dengan-
dihadiri oleh tuan SATRIADT, Sarjanz Hukum dan tuan KHUNAEFI, -
kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan berteapat tinggal di --
Jakarta sebagai saksi-saksl. ===ee=cemmmcomemc oo
éSatelah';kta in{ saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan --
para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para -
saksi dan saya, Nataris. -———————---e-crmrrocm oo

-pibuat deangan 1 { satu ) perubahan, yaitu 1 { satu ) karepa --

tambahan, ===--—- e e e e e
-Hinvta akta ini telazh ditandatangani dengan sempurna. ---—----
----- -— -~-~ DIBERIKAN SEBAGAI SALTNAN. -~------
---—--—-—----------—;;.:ff,—fg?g‘;?}jpmm DI JAKARTA. ~--wcowoo=o-

‘ e —

Pepuesalini rn_li-i_-«_!_n_i
Homor : G78/%c/ w07

g h ini
Says, yang hectandn  (angan dllmwn' i
‘FE%H'J.\ A:QMAWEI , Sucjuns fukim, Nutnris
Ui Juksots, -
mereraapkan hatfwa fotakopl suvat
ini yurs terdiel dusl 6 ( @nem -
Laizn cn wdalabh sama dengan aslinya,
yang mona, dslinga dikembalikap pada

Jakarta, 12 tme o7
NOTARIS DI JAKARTA

YERNE
(ELLIZA ASMAWEL, SH.)
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.an RTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
‘~ .- - REPUBLIK-INDONESIA
DIREKTOIU\T JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

JI. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Sclatan
Telp. 1021) 5202387 - Hunting

Nomor C-UM (2.01.4493 Jakarta, 5 Apnl 2005
Lampiran - 073ANOT/1/2005 Kepada Yth:
Perinal - PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN Notaris Elliza Asmawel, SH
PEMEGANG SAHAM & DIREKSI/KOMISARIS
PT WAIANA BERSAMA GLECBALINDO

Sesuai dengan data yang termual dudam Formal Isian Akta Netaris Model 11T yang
tersimpan dulam Dutabase Sisminbakum Saiinan Akta Nomor : 45, Tanggal 28 Maret 2005
yang dibuat dan disumpaikan ofeh Notans EMliza Asmawel, SH berkedudukan di JAKARTA
SELATAN iweserta dokumen pendukungnya, yang diterima pada tanggal 5 Aprit 2005,
mengeant perdbohan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT. WAHANA BERSAMA
GLOBALINDO berkedudukan di JAKARTA 1elsh diterima dan dicatat dalam Talabase
Sisminbakum Dircktorat Jenderal Adnumstess: Hukum Umuem Departemen Hukum Dan Mak

Asasi Manusia Republik indoncsia

An MENTER HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRAST HUKUM UMUM

LAULKARNAIN YLNUS, SH.,, MH
NTP.: 040034478
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DEPARTEMEN KEUAMGAMN REPUBLIK 1NDOMESTA
OIREXKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJR JAKARTA I
KANTOR PCLAYANAM PAJAK PRATAMA JKT THH ABANG T11

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No: PEM- 5L /W] 06 /K. 1603/2005

esual dengan Pasal 2 avat (1) UJ No., & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
an Tata Cara Perpajakan sebhagaimana telah diubah terakhir dengan UU Ho. 16
atun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Fajak Nomor KEFP~-1&L/P3./200L1

endian

. Nama

ini diterangkan bahwa @

HT L WAHANG BIFRSAMA GLOB&MFNUD‘

. Nomor okok Wajib Fajak {(NRWE) 2 01.824.077.0=-077_ 000
. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLUY : 51900 — PFROAGANGAN BIESAIR LAITNNYA

Alamatl: » GEDUNG BRI TIT LT.12 SULTE 1805 JL.JEND.
IRHAN NO.44-46

BENDUNGAN HILIR - TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT - 10210

Merk/alkronim :

5tatus Modal o SWASTA
Status Usaha » Tunggal
Kewaijibhan Pajak : [x1 PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23

[x] APh fasal 15 [x} PEh Pasal 25
fx] PPh Pasal 19 [%] PPh Pasal 2&
[x] FPh PFasal 21 [ 3 orH Pasal 29
[T PPl Pasal 722

1lah terdattar pada kabta usaha kam),

mnaan

terpitnya surat ini. maka dalam rangka memenuhti hak dan, kewajiban

wrpajakan wajib mencantumkan NPWR sejak tanggal o 27-0&-1497

ACARTA PUSAT, 29 Nopember 2005

PEL AYANAN

raister ;0200400224
PPDIR.4,2-00
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ALAMAT: GEDUNG BRT II LT.18 SUITE 1805 JL.JEND.SU
DIRMANKD, 44-4¢ =
BENDUNGAN HILIR
TAKAH ABANG
JAKARTA PUSAT
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S ) SRS ERERAAT MRS HEINET BAOERIE I US PR I TYARKRT A

KOTAMADYA JAKARTA . D0 o eerecesereseee e

TAN"LH ATATMG
KECAMATAN., No.274797

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor - w/].ﬂ"ﬂ .

Yang bertanda tangan di bawah it Lurah MBendwnsan Wiz

Kecamatan ... Tanah Abang - mencrangkan bahwa

Nama JMIGRG ARTYANTO sovtwo

Tempat / Tanggal Lahir . J"\J\.'I'L‘t(l, 5. Ok'ho“cr A8

Jenis Kelamin © Laki-laki /~Pergrmman

Agama / Kewarganegaraan - Tuwdha.... /. JIndonesia ... ... ... ..

KTP / Tanda Lapor Diri Nomor 0% 5006‘050859'0310 ....................

Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha scbaFalmann tersebut di bawah ini ;-

Nama Perusahaan S DT WAIATIA BUROAMA GLODALITRO - -

Jenis Usaha / Kiasifikasi . Terdazanmn, Umm dan Jasa.. ..

Alamat Perusahaan [reduns BR T"“'la '”‘lte‘ F!("n :‘Ol' .Bendun{'nn
14147, Kes. Panah Abang. = dnkanta Tusate

Status Bagunan . Milik Sendiri / Scwa / Koatrak

Peruntukan Bangunan . Perumahan / Perkantoran /Ruko

No. & Tgl. IPB. i

Akta Pendirian Perusahaan Notaris . ‘e, ATTRVPL AT, ST

Nomor: = .50 .=... . Tel . 1% Qctobar 1000
Jumiah Karyawan 10 (Cepulah) Orane
Penanggung jawab / Pimpinan
Perusahaan EATANC ARTVATIO SOTKATTO
Demikian Surat Keterangan Dol Slllr r%sah?.zm ml,,gggat untuk dipergunakan scbagaimana mestinya da.n
berlaku sampai dengan tanggal ..., (eptenh

CAMATAY z,-?\‘l"—l- Bortenher ?

2|
- QO b

KE"L oMe AR 3 ..;OEK’\’?NQ

Nomor

Ktah H
ARG

TIDAK DIPUNGUT BAYARAN |
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AR

»‘f{'“-:f' “fin.rr.'-'.‘u\

PTMEHAA T READA PACTIN

SURAT KETERANGAN DOMISILI]
NO. GM/2H9/V/9

Yang bertanda tangan di bawal ini bhertinduk atas nama Pengelola Gedeng BRI 1T di Jalan

Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta Posas TH21H), dengan ini menyatakan bahwa

PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO
adalah benar berdomisili di GEDUNG BRI 1], LANTAI 18, SUITE 1805,

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagainana mestinya.

Jakana, 12 Mej 1999

7 John O mmis
Untuk dan atas nama
PT MULIA PERSADA PACIFIC
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C(' 7+ Sahr Sendul

s R T T

Dltawarl ‘Reksadana Asmg

BEBERAPA harf yang lafu saya ducwan‘ suatu produk investasi
reksadana asing oleh seorang mr.lﬂmg dari perusahaan PT W
xang berpusat di Jakarta dan memiliki cabaag di Surabaya,
Produk tersebit menjanfikan kenntnngan 4 persen per tahun,
PT W ini mernpakan agen pemasaron uniitk Indonesia, Sedang
produk dari reksadana esing berasol darl DI Led, yang berada di
kepulunan luar negri yang bebas pajak. Menurut Anda,
bagaimana sebalknya zaya menyikapl penawaran ini?
Terimakasih atas peratiannya

A, Surabaya

. Halo Pek A, apa kabar ?

Terus terang, tidak ada satu kegiatan inveslasi pun yang tidak
berisiko. Hukurn investasi juza menyatakan bahwa semakin tinggzi
return investasi yang dijanjikan suatw produk investasi maka
semakin tinggi puia risikenya, dan sebaliknya juga begitu

Dalany mentilib produk investasi maka pengetahuan meagenai
investasi ntlak diperluban, kareas akan sangat membantu kita
membedakan mana investasi dan mana spekalasi. Seringkali
aryg tierasa telah berinvestasi dengan benar, padahal sebatifiny
vang dilwkukan adalah dndakan spekulasi.

Perbeda antaea investasi dengan spebkudasi adatah jika investasi
heauntungan arwpan keruginannyz bisa dipfrkicakan schinggi
risikonya bisit dikelola dengan baik. Sedaagkan pada spekulasi
orang menghacapkan keuntungan sainggi-lingginyu tetapi tidak.
rm.n'p;flmun-'hn kerugian vaag bisa rerjadi, s;hm-.'-::l risikotidak
biza dikelola dengan baik,

Kargna ilu untuk hisa mengelola risiko dengan baik maka pe-
ngetahuan mengenai produk invesiasinya sangat peating, Kemana
vang Al diinvestarikin, baguimana sistemnya, bagaintang eaca
e e mépdapatkin keustangan.
nya, risike apa saja vang
nenyetainy a.-dan faindain,

Steateyic Porifulio Mana-
rement Scheme (Sports-
man) dari DI Lid |, bukan
reksadana tetapi memang
agak mirip. Dalam Sporis-
mans dana para invesior
olch mangjef investasi di-
tempatkan ke dalam suaty
portfolie investasi sepedti la-
yakaya reksadana, Namun,
kalau reksadana portfolio-
nya terbatas pada sekucitas
atau surat berharga saja,
maka portfolio Sporsmans
lebih beragam yaitu selain
sekuritas/ pasar modal, pasar
vang, direct invesiment sc-
perti Ke industri peramba.
ngan emas, pharmacy. dan
consuiner poods. Ketiga industri terssbut bisa dikatakan industei
unggulan dan kebal techadap fuktuasi kendisi ekonomi.

Satir sgnduk
[ T G v

Duri pengamatan sasa seiame 5 abun terakbic werhadap
Spoctsum ind konsisten weisp b aemberikan neim sebesar
2305 per Bl dakany hondini market yang matk terun

Adapun reksadana setiap L zannya di akumulasi entek
menunbali nils aktiva ber INAB ). Tidak ada vang diza-
dangkan untuk tujuan stakilis srn investasi. Karcna itu bisa
dilihag babwa dari sistem pengelaim hasil investasinya maka
Sporisman menjangikan reters Jeasan suku bunga tetap, sedang-
kanreksadana ailad investasd s 2oz herikan nilai peaumbithan,

Karena e waliapun s alannya Sportmani riem-
berikin pital retuen yang G m cenderung tetep dalam
Jangky panjang, Sc\‘.m-. 27 RGeS W J'.lupun saa¢ ind kelika
tneya lebib heci) dark Spesimars woapt dalam jangka panjany
ceanderung imengaloni peny vang teeus naik

Katrena i iz ke s, ahun Jnvestass dan pem-
Lanan Paois s s aebelum Andi e
tshin untie iembelt st rinbelinyi,

Spurtsms bisa menjad: rw spekalasi adalah tere
cantung dari pamaliiman A WA Kieena apapin pro-
duk im eatsiny i . iiku\u.!: ¥ anpa disertai penubas
AN ViR t.ul.up [N UGRE A maka bisa menjadi suztn
\:\.‘m!.m untuk Anda,

Namun. an pemalhaa
apakah sistanpyn fogis v
investasinea sebanding ¢aigar
membeli alau vidak didace
Selmnal berinygsgusi, =e=

oo

L A bisa memutusian
b apakah amara kesil
anya. Sehingpa keputueian
shitungan yang matang.
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MARKETING AGENCY AGREENMINT

THIS MARK%TIN&A}GENCY AGREEMENT is made and entered into effective
er

as of the 1st day of Jabuary, 20087 by and betwesn DRESSEL INVESTMENT LIMITED, Q) N
an intemational business company existing under the laws of the Britich Virgin Islands,

with its registered 8MMce situate at Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Torlela, British Virgin Isfands (hereinafter referred to as “Cressel’), and PT
WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, an Indonesian fimited company with its principal
place of business at BRI Il suite 1805, JI. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 -
indonesia (hereinafter referred to as "Marketing Agent").

WITNESSETH:

WHEREAS, Dressel is in the business of raising investment capital worldwide
and investing in companies, industries, projects and areas in which rigorous due
diligence according o the established criteria of Dressel's investment analysts indicates
potential sources of income and/or equity apprecization and the return of iis investment

capital within a reasonable time; and

WHEREAS, Dressel has confidence in Marketing Agent as an excellent local
representative because of its solid leadership, experience and expertise in investment
analysis and strategy, status and contacts in the Territory through its Indonesian
subsidiaries on national, regional and local leveis, cor:patible management and
investment philosophy and optimism toward the future of the region; and

WHEREAS, for the reasons staled above, Dressel desires to engage Marketing
Agent to provide various services lo the Temitory as defined below, including the
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marketing and sale of certain Dressel investment products and the location and
mcommendation to Dressel of potential companies, projects and investment pools for
Dressel to consider as capital investment candidates; and

WHEREAS, the parties have caused this Marketing Agency Agreement {o be
prepared for the purpose of establishing the basis upon which Dressel and Marketing
Agent may cooperate with each another during the temm of this Marketing Agency
Agreament; —

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises, and for other good and
valuable consideration, receipt and sufficiency whereof are hereby mutually
acknowledged by the parties, Dressel and Marketing Agent hereby agrae as follows:

1. Dressel hereby appoints Marketing Agent as its principal marketing agent
during the term hereof in the Temitory consisting of indonesia and such other areas as
may be added to the Temitory from time to time by mutual agreement between the
parties. Marketing Agent shall have the right to appoint sub-agents in the Territory,
provided that Marketing Agent shali adequately supervise the activities of each such
sub-agent as they relate to Dressel products,

2. Marketing Agent warrants to Dressel that it is now and, during the term of this
Agreement will remain, duly established and, if and to the ertent necessary, licensed by
the requisite govemmental authorities in the Teritory to engage in the marketing and
sales of Dressel products and the identification of potential investments which Dressel
may consider making within the Territory. Marketing Agent further agrees and warrants
to Dressel that #t will comply with all applicable laws and regulations in force from time to
time in the Temitory, and that it will keep Dressel informed of any regulatory issues in
order for Dressel to comply with applicable laws and regulations in the Te;'ritory and
anywhere else that Marketing Agent may be promoting Dressel products.

o ,tL
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3. The initial Dressel products that Marketing Agent shall market and
sell in the Territory pursuant hereto are the Dressel SPORTMANS (Strategic
Portfolio Management Scheme) and GMP (Global Markets Portfolio). By mutual
agreement between the parties, additional Dressel products or programs may be

added hereunder fram time to time

4, Remuneration of Marketing Agent for its marketing services
hereunder shall be as follows. Said remuneration, which Dressel shall pay to
Marketing Ageat-on or before the seventh (7™ business day of each month, shall
consist of three (3) components; namely - {a) an initial fes equal to a maximum of
two percent (2.0%) of the par amount of a given client's investment. This fee
shall be paid by the client in addition to the investment and refunded to Marketing
Agent with respect to new investments received by Dressel during the
immediately prededing month; (b) an initial commission equal to four percent
(4.0%) of gross investment funds raised by Marketing Agent and received by
Dressel during the immediately preceding month; and {c) a monthly client -~
servicing fee equal to one-half of one percent (0.5%) of the aggregate net /‘{\
investment funds generated by Marketing Agent which are still de
managemen! by Dressel at the end of the immediately preceding month. 2}(

5. The remuneration outlined in the foregoing paragraph 4 shali
constitute the full amount due to Marketing Agent from Dressel. From such
remuneration package Marketing Agent shall pay its agents such cornmissions
as Marketing Agent shall determine and all of its operating costs. Any remaining
balance shall belang to Marketing Agent as its profit from its activitres pursuant to
this Marketing Agency Agreement. With respect to lecating potential projects in
the Territory for possible investment by Dressel or its affiliates, Marketing Agent
and Dressel will mutually define the remuneration andfor joint participation

/A;

respective terms in written agreements on an individual project basis.

*
ta2
0
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6. In addiion to payment of the remuneration set forth in paragraph 4 above,
Dressel agrees to support Marketing Agent by answaering inquiries from Marketing
Agent and by providing at Dressel’'s expense website suppori, brochures, by mutual
agreement training and marketing seminars from time to time.

7. Marketing Agent agrees to provide Dressel at least weekly with complete
reports of client investments and withdrawals, and to remit new investments not less
frequently than wegkly to the designated Dressel account, or in a mutually agreed
attemative manner. Similary, Dressel agrees to provide a monthly report to Marketing
Agent which shafl iist the names of alt new and existing investors in the Termitary,
together with their respective account balances.

8. This Agreement does not create an exclusive arrangement, however, both
Dressel and Marketing Agent agree to use their respective best efforts to provide the
maximum reasonable support to each other's success within the Temitory. Marketing
Agent shall be permitted to sell non-competing investment programs in order to offer
reasonable portfolio diversification to its clients, Howsver, Dressel shall be given the
right to approve the investment products which Marketing Agent may propose from time
to ime. Unless such proposed products or programs are competlitive with Dressel
products offered by Marketing Agent in the Territory pursuant to this Agreement, such
required approval shall not be unreasonably withheld or deiayed. In addition, Dressel
reserves the right to limit its relationship with Marketing Agent in the event, after ample
waming and open bilateral discussions, Dressel reasonably believes Marketing Agent is
not meeting reasonable sales expectations, in which case Dressel may appoint
additional companias to sell its investment products in the Temitory.

9. Marketing Agent and Dressel hereby each undertares to maintain the other
party's proprietary information (including the identity of its clients, sales staff and other
employees and consultants and its marketing methods) in strictest confidence, and
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agrees that it will not at any time divulge to third partiss (except whem required by law)
any information related to the other parly’s affairs or business methods, unless
authorized in writing by such other party.

10. Marketing Agent shall be responsible for the compliance with all faws and
govemment ragulations applicable to its business activities. Marketing Agent also
expressly agrees to follow and be in compliance with all of the rules and procedures of
any applicable goveming authority, in¢luding, but not limited to licensing, securities,
ant-money laundering and “know your customer” laws and requlations applicable to
Marketing Agent and sach of its sales representatives that may promote, market, offer
or sell any Dressel products pursuant to this Marketing Agency Agreement,

11, Marketing Agent undertakes to abide by Dressels rules and regulations
govermning business procedures, processeas, transactions and all other retevant matters.
Dressei shall not be responsible for acts or defaults of Marketing Agent or any of its
employees, agents, Marketing Agent or representatives. Marketing Agent shall exercise
all reasonable care and skill for the performance of its duties hereunder. Marketing
Agent shall act faithfully to prevent Dressel from being subjected to the complexities or
jurisdiction of the laws of any given country within or without the Termritory, and in
particular of the United States of America, which is an over-riding intention of the parties
in entering into this Marketing Agency Agreement. Marketing Agent exprassly agrees
that neither it nor any of its sales representatives shall at any time offer or sell, ner shall
Marketing Agent or such representatives solicit any offer to purchase, any Dressel
investment product or program to any citizen or permanent rasident of the United States
of America. In order to monitor the restrictions of this paragraph, Marketing Agent
agrees to provide or supply Dressel with such support and information as Dressel may
reasonably raquire from time to time.

12. Markeling Agent agrees to indemnify and hold Dressel harmless, including

o\
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reimbursement of any attormey's fees and costs, from the breach by Marketing Agent of
any term or condition of this Marketing Agency Agreemenl. Marketing Agent specifically
agrees that it is solely responsible for all of the acts, deeds or omissions of any persons
or entities having a contractual retationship with or acting on behalf of Marketing Agent,
whether employees, agents, consullants, representatives or otherwise.

13. Nothing in this Marketing Agency Agreement shall constitute or be deemed
to constitute a parnership between the parties hereto or be deemad to constitute
Marketing Agent as acting for Dressel for any purpose other than the specific purpose
statled herein, nor shall this Marketing Agency Agreement be construed under any
circumstances as creating the relationship of employer and employee between the
parties. Neither party hereto shall be authorized or empowered to bind the other party
or to contract in the name of said other party or create liability against it in any way or
for any purpose.

14, This Marketing Agency Agreement shall be effactive as of the date first
indicated above and shall further continue in force unless or until terminated as provided
herein. Either party shall be enlitied to terminate this Markeling Agency Agreement
forthwith by providing not less than ninety (90) days advance written notice (o the other
party for any reason or for no cause or reason whatsoever.

15. Either party may declare the termination of this Marketing Agency
Agreement upon notice to the other party in any one of the following events;

(a) Should Marketing Agent cease to operate or in the opinion of
Dresse! become incapable of camying out the terms of this Marketing
Agency Agreement and its duties hereunder; or

(p) Upon either party discovering that the other party has corpmitted
any frauduient act or any act in the nature of fraud upon the other party

or any third person or entity; or
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(c) Either party goes into liquidation or thera exists any event, petition
or order that may lead to such liquidation or winding up (except for the
purpose of amalgamation, consolidation, merger, rerconstruction,
recrganzation or change of domicile) or

{d) Execution is levied upon either party’s goods or properties; or

(@) Either party ceases, or threatens to cease, to camy on business.

16. Upon temmination of this Marketing Agency Agreement from any cause or

reason;

(a) Marketing Agent shall promptly transfer and reconvey to Dressel or

for its benefit all marketing materials and any other Dresse! property

held by Marketing Agent, and retum to Dressel, or otherwise dispose

of as Dressel may instruct, any and all documents, records or papers

whatlsoever relating to such property and/or the business of Drassel;

and

(b) Each party shall immediately cease all activitias related to the

business between the parlies; and

(c) The provisions of this Marketing Agency Agreement relating to

corfidentiality or other continuing obligations or to cooperate with the

other party to carry out the intent of this Agreement shail continue in

force in accordance with the terms hereunder; and

{d) Except as olherwise provided as to any rights or obligations which

have accrued prior to termination, neither party shail have any further

obligation to the other party under any suéh agreement.

17. Marketing Agent and Dresse! agree that in the event any dispute may arise
between them regarding or relating to this Marketing Agency Agreement which they
cannot resolve in good faith negotiations, they shall first submit such dispute to
mediation by a mutually agreeable third party. In the event the parties hereto are not
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able to agree on a mediator or the mediation process fails to resolve the dispute, then
the parties hereto agree that the unresolved dispute shall be submitted to binding
arpitration pursuant to the commercial arbitration rules of the International Chambar of
Commearce in eithte"f'Singapore or such other jurisdiction as both parties hereto or
thereto shall agree, and the arbitrator or arbitrators shall daclare their respective rights

or abligations under this Marketing Agreement,

18. All arbitration awards may be enforced in any jurisdiction where property or
interests affected by such awards is located, provided, however, that if any express or
implied term or condition of an arbitration award or of this Marketing Agency Agreement
is construed to give the courts of the United States of America jurisdiction over Dressel,
or otherwise to subject Dressel to any of its [aws, then such express or implied term or
condition shall be null and void as being contrary to the intentions of Dressel and

Marketing Agent in entering into this Marketing Agency Agreement.

19. All correspondence between the parties and notices from cne party to the
other pursuant o this Marketing Agency Agreement shall be addressed t¢ the
respective following addresses, or such other eddresses as one party shall provide to
the other party from time to time:

(a) Dressel Dressei Investment Limited
c/o Integrity Office Support, Inc.
Suite 307 Norton Building
801- 2nd Avenue
Seattls, WA 98104 U.SA.

(b) Marketing PT Wahana Bersama Globalindo
Agent BRI Il suite 1805
JI. Jend. Sudirman Kav, 4446
Jakarta 10210 - indonesia

All notices hereunder shall be sent by fax or email, with hard copies either
hand delivered or sent by prepaid express courier, and shall become cffective at 5:00

pm, recipient's local time, on the earlier of five {5) business days following electronic
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transmission or two (2) business days following receipt of the original hard copy by the
party on whom the notice is served at s address set forth in this paragraph.

20. Should any provision of this Marketing Agency Agreement be deemed nul
and void, the remaining terms and conditions of this Marketing Agency Agreasment shall
remain valid and binding to the exient consisient with the inteni of Dressel and
Marketing Agent in entering into this Marketing Agency Agreement.

21. The parhes agree that this Marketing Agency Agreement sets forth the full
agreement between Marketing Agent and Dressel and replaces completely any other
discussions, negotiations or alleged commitments, agreements or representations,
whether written or verbal, that the parties may have had with respect to any
relationships between the parties. This Marketing Agency Agreement may not be
amended or modified in any aspect except by a written instrument entitled “Amendment

to Marketing Agency Agreement” and signed by both pariies hereto.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Marketing Agency
Agreement to be executed by their duly authorized representatives on the day and year

above written.

DRESSEL INVESTMENT LIMITED PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

no
0

- .
Danny Wong, Diﬁctor T Krisno Abiyanto Soekamo
President Director

By:

9.
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PERTANJITAN KEAGENAN PEMASARAN

Perjanjian keagenan pemasaran ini dibuat dan berlaku mulai tgl. 1 September
2005 oleh dan antara DIL, sebagai perusahaan bisnis internasionat dibawah
naungan hukum BVI, dengan kantor tercatat di Akara Building, 24 De Castro
Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI (dalam hal ini disebut
“DRESSEL"), dan PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, sebudh
perusahaan terbatas di Indonesia dengan berkantor pusat di Gedung BRI IT,
L. 18, Suite 1805, JI. Jend. Sudirman kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia
(dalam hal ini disebut sebagai "MARKETING AGENT")

MENGAKU

Dimana, Dresse! bekerja dibidang bisnis pengumpulan dane dari seluruh dunia
dan diinvestasikan ke berbogai perusahaan, industri, proyek dan area-area
yang sudah di survey sesuai dengan criteria dari analis Dresse! Investment
dan berindikasi mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan dan/atau
peningkatan modal don pengembalian investasi dalam waktu yang sesuai: dan

Dimana, Dressel mempunyai kepercayasn pada Agen Pemasar sebegai
representative local yang baik dikarenakan dari kepemimpinan yang solid,
berpengaleman dan mempunyai keahlian dalam analisa dan strategi investasi,
berstatus dan kedudukan dalam Teritori Indonesia, ditingkat regional dan
local, manajemen yang kompatibal dan filosofi investasi dan optimis akan
kelanjutan dimasa yang aken datang; dan

Dimana, dengan alasan diatas, Dressel berkeinginan untuk menunjuk Agen
Pemasar untuk menyediakan berbagai jasa didalam Teritori tersebut
dibaweh, termasuk memasarkan dan menjual produk-produk Dressel
Investment dan menunjukkan lokasi dan memberi rekomendasi kepada
Dressel dari perusahaan-perusahaen yang patensial, proyek dan pengumpulan-
pengumpulan investasi untuk pertimbangan Dressel sebagai kandidat modal
investasi; dan

Dimana, kedua belah pihak menyetujui Perjanjian Keagenan Pemasaran ini
untuk disiapkan sebagai dasar pembentukan dimana Dressel dan Agen
Pemasar dapat bekerja sama satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang
ditentukan oleh Perjanjian Keagenan Pemasaran ini;
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Oleh karena itu, dalam pertimbengan ini, dan untuk kebaikan dan
pertimbangan yang berharga, penerimaan dan kecukupan dimana diakui oleh
kedua belah pihak, Dresse! dan Agen Pemasar menyetujui sebagai berikut
dibawah ini :

1. Dressel dengan ini mengangkat Agen Pemasar sebagai Agen Tunggal
dalam teritori Indonesia dan daerah-daerah lain yang dapat
ditambahkan didalam teritari dari waktu ke waktu dengan perjanjian
antara kedua belah pihak. Agen Pemasar mempunyai hak untuk
menunjuk sub agen di dalam fteritori dengen syarat bahwa Agen
Pemasar mempunyai pengawasan yang cukup atas aktifitas dari tiap sub
agen yang berhubungan dengan produk-praduk Dressel.

2. Agen Pemasar menjamin kepada Dressel bahwa sekarang dan, selama
perjanjian ini berlangsung, akan tetap berdiri dan, jika dan selanjutnya
diperlukan, ijin oleh otaritas pemerintahan didaerah teritori untuk
memasarkan  dan  menjual  produk-produk  Dressel dan
mengidentifikasikan investasi-investasi patensial yang Dressel dapat
membuat pertimbangan didalam teritori tersebut. Agen Pemasar
selanjutnya menyetujui dan memberi jaminan kepada Dresse! bahwa
akan mengikuti seluruh hukum dan regulasi dari waktu ke waktu
didalam teritori, dan akan selalu memberi informasi kepada Dressel
atas topik-topik reguiasi agar Dressel dapat mengaplikasikan hukum
dan regulasi didaerah teritori dan dimanapun Agen Pemasar
mempromosikan produk Dressel.

3. Produk Dressel yang harus dipasarken dideerah teritari oleh Agen
Pemasar edalch Dressel SPORTMANS (Strategic  Portfolio
Management Scheme) dan GMP (Global Markets Portfolio). Dengan
perjanjian kerjasama kedua belah pihak, tambahan produk-produk atau
program-program Dressel bisa ditambahkan dari waktu ke waktu,

4. Pembayaran jasa Agen Pemasar adalah sebagai berikut, Dressel akan
membayar Agen Pemasar pada waktu atau sebelum Hari Kerja ke 7
dalam setiap bulannya, yang terdiri dari 3 bagian;

{a) Jasa Awal adaloh sebesar 2 (dua) % dari jumlah investasi
nasabah.  Biaya ini akan dibayarkan oleh nasabah sebagai
tambachan dari investasi dan dikembalikan ke Agen Pemasar atas
investasi baru yang diterima oleh Dressel selema bulan berjalan;
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(b} Jasa Komisi sebesar 4 (empat} % deri dana investasi bersih yang
dikumpulkan oleh Agen Pemasar dan diterima oleh Dressel
selama bulan ber jalan; dan

{¢) Pembagian pelavanan nasabah bulanan sebesar 0.5 (setengoh) 7
dari jumlah keseluruhan dana investasi yang diproduksi oleh
Agen Pernasar yang masih dibaweh manajemen Dressel pada
akhir bulan berjalan.

5. Biaya jasa yang tersebut dalam paragraph 4 adaloh jumlah keseluruhan
yang dibayarkan ke Agen Pemasar dari Dressel. Dari paket biaya jasa
tersebut, Agen Pemasar harus membayar parc agennya seperti komisi
sebagal Agen Pemasar harus ditentukan dan seluruh biaya aperasional,
Segala sisa pendapatan akan menjadi milik Agen Pemasar sebagai
Keuptungan dari kegiatan ates Perjanjian Keagenan Pemasaran ini.
Sehubungan dengan penunjukan proyek-proyek yang berpotensi
didaerah teritori sebagai kemungkinan investasi bagi Dressel dan
afiliasinya, Agen Pemasar dan Dressel akan bersama-same menghitung
biaya jasa dan/atau kerje sama dalam perjanjian tertulis berdasarkan
proyek-proyek.

6. Sebagai pembayaran tambahan atas biaya jasa di paragraph 4 diatas,
Dressel setuju untuk mendukung Agen Pemasar baik dengen cara
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Agen Pemasar dan dengan
menyediakan dukungan atas biaya Dressel, website, brosur, pelatihanan
dan seminar para pemasar dari waktu ke waktu,

7. Agen_Pemasar setuju untuk menyediakan laporan mingquan _yang
lengkap mengenai dana investasi nasabal, penarikan dan penyetoran
kepada Dressel, paling tidak lebih dari seminggu sekali ke rekening
Dresse! yang sudah ditunjuk, atau sesuai perjanjian kedua belah pihak.
Bersemaan dengan itu, Dressel setuju untuk menyediakan laporan
bulenan kepada Agen Pemasar yang terdiri dari daftar rama-nrama
nasabah baru dan yang masih aktif didaerah teritori, bersama dengan
laporan jumlah total terakhir,

8. Perjanjian ini tidak menciptekan perjanjian yang eksklusif, tetopi,
kedua belah pihak, Dressel dan Agen Pemasar setuju untuk berusaha
memberikan yang terbaik untuk menyedickan dukungan yerg terbaik
kepada satu dengan yang lainnya didalam daerah teritori. Agen
Pemasar diperbolehkan menjual program investasi yang tidak bersaing
sehubungan dengan penawaran diversifikesi portofolia yang masuk akal
kepade nasabah. Tetapi, Dressel mempunyai hak untuk menyetujui
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produk investasi yang hendak dipasarkan oleh Agen Pemasar dari waktu
ke waktu. Kecuali produk atau program yang ditawarkan adalah pesaing
dari produk Dressel yang ditawarkan oleh Agen Pemasar dalam daerah
teritori dalam Perjanjian ini, Persetujuan dari Dressel tidek akan
menjadi tidek masuk akal atau terlambat. Sebagai tambahan, Dressel
mempunyai hak untuk memberikan limit dalam hubungan kerjasama
dengan Agen Pemasar apabila setelah diberikan teguran yang cukup dan
diskusi yang terbuka, Dressel percaya bahwa Agen Pemasar tidak
memenuhi penjualan yang diharapkan, dalam hal ini Dressel dapat
menunjuk peruschaan lain untuk menjual produk-praduk investasi
didaerah teritori.

9. Agen Pemasar dan Dresse! dengan ini masing-masing bertanggung-
jawab-menjaga kerahasiaan informasi antara yang satu dengan yang
lain (termasuk identitas nasabeh, stef penjualan, dan karyawan lainmya
dan para konsultannya dan metode pemasarannya), dan setuju untuk
tidak akan membacorkan

10. rahasia kepada Pihak Ketiga (kecuali diperiukan oleh HUKUM) seluruh
informasi yang berhubungan kepada pihak luar lainnya atau metode
bisnis, kecuali diberi kuasa secara tertulis oleh pihak terkait.

11. Agen Pemasar bertangqung jowab mengikuti semua hukum dan regulasi
pemerintahan sesuai dengan aktifitas bisnismya. Agen Pemasar juga
setuju untuk mengikuti semua peraturan, prosedur dari otoritas
pemerintahan, termasuk, tetapi tidak terbates kepada perijinon,
keamanan, anti pencucian uang dan hukum dan regulasi aplikasi “kenali
nasabahmu® sesuai dengan Agen Pemasar dan Representatif
Pemasarnye yang dapat mempromosikan, memasarken, menawarkan
atau menjual tiap preduk-produk Dressel yang sesuai dengan Perjanjian
Agen Pemasaran.

12. Agen Pemasar harus tunduk kepada peroturan-peraturan dan regulasi-
requlasi Dressel mengenai prosedur bisnis, proses-proses, transaksi-
transaksi dan semua masalah yang berhubungan. Dressel tidak akan
bertanggung jawab ates perbuatan atau kejadian dari Agen Pemasar
atau karyawannya, agen-agen, staf agen a*au representative staf,
Agen Pemasar harus melokukan seluruh tugasnya dengan perhatian
yang masuk akal dan ketrampilan untuk melakukan tugas-tugas dibawah
ini. Agen Pemasar harus menjaga Dressel dari subyek yang berkenaan
dengan kompleksitas atau yurisdiksl hukum dari negara manapun, baik
didalam atau diluar daerah teritori, dan khususnya di Amerika Serikat,
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dimana melampui intensi dari pihak-pihak yanq masuk kedalam
Perjanjian Agen Pemasaran. Agen Pemasar menyatakan setuju bahwa
tidak seorangpun dari Sales Representatif kapanpun menawarkan atau
menjual, tidak juga Agen Pemasar atau perwakilannya menawarkan
untuk membeli, apapun preduk investasi atau program Dressel ke warga
negara atau penduduk tetap dari Amerika Serikat. Untuk mengawasi
batasan dari paragraph ini, Agen Pemasar setuju untuk menyediakan
atau memasok Dressel dengan dukungan dan informasi yang diperiukan
Dressel dari waktu ke waktu.

13. Agen Pemasar setuju untuk membebaskan Dressel dari kesalahan,
termasuk pembayaran kembali atas biaya-biaya pengacara, atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Pemasar dalam term dan kondisi
dari-Perjanjian Agen Pemasaran ini. Agen Pemasar secara khusus
menyetujui bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua perbuatan
dari tiap orang atau pihak yang terkait dengan hubungan kontrak
dengan atau atas nama dari Agen Pemasar, baik karyawan-karyawan,
agen-agen, konsultan-konsultan, perwakilan-perwakilan atau lainnya.

14 Tak satupun dalam Perjanjian Agen Pemasaran akan membentuk
kemitraan antara pihak-pihak dibawah ini atau yang dianggap sebagai
Agen Pemasar mewakili Dressel untuk tujuan apapun diluar tujuan yang
dinyatakan disini, tidak juga Perjanjian Agen Pemasaran ini ditafsirkan
dalam keadaan apapun sebagai penciptaan huburgan antara majikan dan
karyawan diantara kedua belah pihak. Tak satupun pihak disini memiliki
otoritas atau wewenang untuk mengikat pihak lain atau melakukan
kontrak atas nama pihak lain atau menciptakan kewajiban terhadapnya
dalam segala cara atau untuk segala tujuan,

15.Perjanjian Agen Pemasaran ini beriaku pada tanggal tersebut diatas
dan akan tetep beriaku untuk seterusnya, kecuvali atau hingga
dihentikan sesuai yang tercantum disini. Kedua belah pihak berhak
untuk menghentikan Perjanjian Agen Pemasaran ini dengan
pemberitchuan tertulis 90 (sembilan puluh terakhir) hari didepan
kepada pihak lain dengan alasan apapun ataupun tanpa alasan apapun.

16.Kedua belah pihak bisa menyatakan pemutusan dari persetujuan
Perjanjian Agen Pemasaran setelah menyatakan kepada pihak lain
didalam salah satu dari kejadian-kejadian dibawah ini :

Apabila Agen Pemasar berhenti beroperasi atou menurut pandangan
Dressel tidak mampu menjalankan Perjanjian Agen Pemasaran dan
tugas-tugasnya; atau

LA
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« 5alah satu pihak menemukan bahwa pihak lain telah melakukan tindak
pelanggaran terhadap pihak lain atau pihak ketiga lainnya.

» ¥edua belah pihak dilikwidasi atau mengalami kejadian atau funtutan
atau perintah yang menuju pada likwidasi atau goncangan (kecuali untuk
maksud-maksud konsolidasi, penggabungan, rekonstruksi, reorganisasi
atau perpindahan alamat) atau

e Penyitaan dilakukan atas harta atau benda dari kedua belah pihak; atau

o Kedua belah pihuk berhenti, atau diancam untuk berhenti, untuk
menjalankan bisnis.

17, Seteleh Perjanjian Agen Pemasaran ini dinyatekan berhenti dengan
aiasan apapun :

+ Masing-masing pihak harus segera menghentikan semua aktifitas yang
berhubungan dengan bisnis kedua belah pihak; dan

¢ Provisi dari Perjenjian Agen Pemasaran yang berhubungan dengan
kerahasiaan atau Agen Pemasar harus segera mentransfer dan
mengembalikan semua materi pemasaran kepada Dressel dan semua
milik Dressel yang dipegang oleh Agen Pemasar, dan mengembalikannya
ke Dressel, atau apabila diperintahkan untuk dimusnahkan semua
dokumen, catatan atau kertos-kertas apapun yang berhubungan dengan
kepemilikan dan/atau bisnis dari Dressel. dan

« kewajiban yang sedang berjalan lainnya ateu untuk bekerja sama
dengan pihak lain untuk melaksanakan maksud dari Perjanjian ini harus
berjalan menurut kondisi dibawah ini; dan

+ Kecuali kalau ada hak-hak afau kewajiban-kewajiban yang telah
ditambahkan sebelum penghentian, tidak satupun pihak mempunyai
kewajiban lain kepada pihak lain dibawah persetujuan apapun.

17. Agen Pemasar dan Dressel setuju apabilo muncul perselisihan diantara
kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian Agen Pemasaran ini
yang tidak bisa diselesaikan dengan negosiasi-negosiasi yang baik,
mereka pertama-tama akan menyampaikan perselisihan ini kepada pihak
ketiga sebagai penengah. Apabila kedua belah pihak tidak setuju
terhadap penengah atau proses mediasi gegal untuk menyelesaikan
masalah, kemudian kedua belah pihak setuju untuk menyampaikan
masalah yang tidak terpecahkan itu kepada Pengadilan Niaga di
Simgapura (International Chambers of Commerce) atau kepada
pengadilan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang dinyatakan dan
pihak pengadilan akan menyatakan hak atau kewajibannya dalam
Perjanjian Agen Pemasaran ini.
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18. Semua keputusan Pengadilan dilaksanakan di wilayah hukum dimana
kekayaan atau kepentingan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut
berada, tetapi apabila dinyatakan dalam arti lain, atau apabila
Perjanjian Agen Pemasaran diartiken lain untuk diberikan kepada
wilayah hukum Amerika Serikat atas Dressel atau apubila dinyatakan
oleh hukum lainnya atas Dressel, pernyataan atau. kendisi harus
dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan maksud Dressel
dan Agen Pemasar berkenaan dengan Perjanjian Agen Pemasaran.

19, Semua korespondensi antara kedua belah pihak dan pemberitahuan-
pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak yang lain sehubungan
dengan Perjanjian Agen Pemasaran ini dikirim ke alamat-alamat
dibawah ini, atau alamat lain yang diberikan oleh kedua belah pihak dari
waktu ke waktu :

» Dressel : Dressel Investment Limited. c/o Intergrity Office Support,
Inc.. Suite 307 Norton Building, 801-2™ Avenue. Seattle, WA 98104,
UsA

» Agen Pemasar : PT WAHANA BERSAMA GLOBALINDO, Gedung BRI
IT, L. 18, Suite 1805. JI. Jend. Sudirman Kav. 44-46. Jakarta 10210
Indonesia

Semua pemberitahuan dibaweh ini harus di kirim melalui Fax atau E-mail
secara tertulis, baik disampaikan langsung atou melalyi kurir, dan akan
berlaku pada pukul 17.00 waktu setempat dari penerima, pada 5 hari kerja
setelah pengiriman surat secara elektronik atau 2 (dua) hari setelah
diterimanya surat tertulis asli.

20. Apabila bagian manapun dari Per janjian Agen Pemasaran ini dinyatakan
tidak berlaku, maka isi perjanjian lainnya harus tetap berlaku dan
mengikat entara Dressel dan Agen Pemasar dalam Perjanjian Agen
Pemasaran,

21 Kedua belah pihak setuju bahwa Perjanjian Agen Pemasaran ini
merupakan perjanjian sepenuhnya antara Agen Pemasar dan Dressel
dan mengganti secara keseluruhan semua diskusi, negosiasi atau
komitmen, perjanjion, baik tertulis maupun verbal yang kedua belah
pihak pernah lakukan dalam hubungan diontara kedua belah pihak.
Perjanjian Agen Pemasaran ini tidak boleh diganti didalam hal apapun
kecuali dengan sorana tertulis yang berjudul “Perubahan Pada
Perjanjian Agen Pemasaran® dan ditanda-tangani oleh kedua belah
pihak.



dP_erIindungan hukum bagi investor dari kejahatan investasi dalam perspektif sistem hukum investasi

i
Indonesia :: Studi kasus PT. Wahana Bersama Globalisasi
SAHBAN, Muhammad Arsal, Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA
Demikianlah, para pihak pada perjanjian ini telah menyuruh ditanda-

tanganinya perjanjian ini oleh wakil-waki! mereka yang diberi wewenang
sebagaimana mestinya pada hari dan tahun tersebut diatas.

DRESSEL INVESTMENT LTD. WAHANA BERSAMA GLOBALINDO

Danny Wong Krisno A. Scekarno
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Kegunaan Penelitian

+ Secara teoritis (akademis), hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu
hukum bisnis pada umumnya dan khususnya dalam
bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan
hukum investasi (penanaman modal).

+ Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan
yang berhubungan dengan upaya pengawasan dan
pemberian perlindungan hukum kepada para
investor (masyarakat) terhadap kemungkinan
timbulnya kerugian akibat kejahatan dalam bidang
investasi di Indonesia.

Metode Penelitian

@ Sifat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan ataupun data
sekunder. Namun demikian, untuk mendukung analisis terhadap data
sekunder, maka tetap dibutuhkan data primer yang diperoleh dari
informan.

& Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulian
data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research)
dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan
dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan
teknik studi dokumen, sedangkan penelitian lapangan dilaksanakan untuk
mengumpulkan data primer dengan menggunakan teknik wawancara.

& Informan penelitian ini terdiri dari: seorang pejabat dari Bapepam-LK,
seorang pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI
Jakarta, seorang Penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus PT.
WBG, seorang mantan Direksi PT. WBG yang tefah berstatus sebagai
terpidana dan dua orang mantan investor korban penipuan PT. WBG.

@ Penyusunan laporan penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif
kualitatif, dengan angkah-langkah yang meliputi pengumpulian data,
reduksi dan penyederhanaan data, menyajikan data, analisis dan
interpretasi serta penarikan kesimpulan.
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C. Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Kejahatan Investasi

Untuk melindungi investor darl kejahatan investasi UU No. 8 Tahun 1995 menganut pembagian
sanksi pidana dan sanksi perdata, tetapi dalam kasus penipuan investasi yang dilakukan
PT. WBG, masih ada keterbatasan kemampuan undang-undang ini untuk digunakan
sebagai dasar penuntutan pelaku kejahatan investasi, karena kegiatan usaha PT. WBG
tidak mendapat izin dari Bapepam, padahal kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. WBG
yaitu sebagai agen pemasaran produk investasi berupa portofolio, sebenarnya merupakan
bentuk kegiatan usaha dalam bidang pasar modal. Namun demikian, penyelesaian
kasusnya didasarkan pada UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal
372 dan 378 KUHP.

Dalam tataran regulasi, upaya untuk melindungi investor dari risiko investasi telah cukup
memadai, namun perlindungan yang dimaksudkan disini hanya terbatas pada
perlindungan terhadap investor yang menanamkan modal pada perusahaan yang secara
hukum telah mempunyai legalisasi dari Bapepam. Permasalahan dalam kasus yang
menimpa nasabah PT. WBG, temyata tidak dapat terlindungi melalui UU No. 8 Tahun 1995
dan berbagai regulasi yang telah dikeluarkan Bapepam. Tidak terlindunginya hak-hak
investor PT. WBG, karena perusahaan ini memang bukan perusahaan yang mendapat izin
Bapepam dan Bank Indonesia untuk mengelcla dana masyarakat, akibatnya kegiatan
usaha yang dilaksanakan luput dari pengawas Bapepam ataupun Bank indonesia. Padahal
guna melindungi kepentingan dan hak-hak investor, peranan pengawasan merupakan
unsur utama, Bahkan sampai saat inipun perlindungan hak-hak investor untuk mengambit
kembali dana yang ditanamkan belum terlaksanakan,

>

Kesimpulan:

1. Kegiatan usaha untuk menghimpun dana masyarakat yang dilaksanakan PT. WBG tidak
didasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam, melainkan hanya
izin yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi
DKl Jakarta, dengan demikian PT, WBG telah melanggar izin usaha yang diberikan, karena
dalam SIUP yang diberikan bukanlah bidang usaha investasi yang dalam hal ini sebagai
agen pemasaran produk portofolic yang diterbitkan DIL-USA.

2. Wewenang pengawasan lembaga investasi pasar modal berada pada Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam), tetapi dalam kasus PT. WBG ternyata Bapepam tidak mempunyai
kewenangan untuk itu, karena berdasarkan aturan hukum yang terkait dengan pasar
modal, wewenang pengawasan ini hanya dapat dilaksanakan terhadap perusahaan yang
secara resmi mendapat izin dari Bapepam. Oleh sebab itu, untuk masa sekarang
pengawasan dilaksanakan secara terkoordinir cleh Satuan Tugas yang beranggotakan
perwakilan pejabat/pegawai pada Bapepam-LK, Bl, POLRI, PPATK dan Dirjend
Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Perlindungan hukum dalam kasus penipuan investasi seharusnya dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKl Jakarta, karena intansi inilah
yang mengeluarkan izin usaha, yaitu dengan cara mengawasi setiap kegiatan usaha yang
dilaksanakan oleh PT. WBG.
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I 1I.NAMA : M. ARSAL SAHBAN, SH.SIK.MM 5. TEMPAT LAHIR : JAKARTA
2. PANGKATINRP : AKP /[ 77010548 6. TGL. LAHIR 1 21 JANUARI 1977
3. JABATAN : SES SPRIPIM POLDA METRO JAYA 7. BANGSA : BUGIS/INDONESIA
4. KESATUAN : POLDA METRO JAYA 8AGAMA : ISLAM
Il.  PENDIDIKAN
1. UMUM 2. POLRI 3. SUSHURDIK LN
a. SD 1989 a. AKPOL 1998 a. JUR DASPA BIMMAS 1999
b. SMP 1992 b. PTIK 2006 b. SUS KIBI AKPOL GEL | 1999
c. SMA 1995 c. JUR LAN PA GATUR | 2000
d. 5-1 Hukum 2002 d. JUR DAS PA LANTAS 2001

e S-2 MM 2008

e. JUR LAN PA REGIDENT RANMOR 2003

KECAKAPAN BAHASA
1. BAHASA ASING
a. INGGRIS / PASIF

2. BAMASA DAERAH
a. BUGIS 7 AKTIF
b. JAWA /PASIF

V. JENJANG KEPANGKATAN
NO. PANGKAT TMT NO. POL DAN TGL SKEP PEJABAT
1. IPDA 17-12-1898 SKEPMB1/IM1998, 21-12-1998 KAPGLRI
2. IPTU 01-01-2002 SKEP/1743/X11/2001, 2t-12-2001 KAPOLRI
3. AKP 01-01-2005 SKEP/961/X11/2004,  24-12-2004 KAPOLRI
V. RIWAYAT JABATAN
NC JABATAN TMT P T L I TR PEJABAT
1. PAMAPTA Il PUSKODALOPS POLRES | 15-10-1999 S0 KAPOLDA
SUKOHARJO 01-09-2000 JATENG
2. KAPOLSEK MOJOSONGO POLRES | 01-09-2000 S/D  20- | SKEP/593/1X/2000, 04-12-2000 KAPOLDA
BOYOLALI 02-2002 JATENG
3. KAUR BIN OPS SAT LANTAS POLRES | 20-02-2002 S/D 27- | SKEP/05/1/2002, 20-02-2002 KAPOLRES
BOYOLALI 03-2003 BOYOLALI
4. KANIT REG IDENT SAT LANTAS | 27-03-2003 S/D 15 | SKEP/07/I1I/2003, 28-03-2003 KAPCLRES
POLRES BOYOLALL 09-2003 BOYOLALI
5. KASAT LANTAS RES BATANG WIL | 15-09-2003 S/D 13- | SKEP/457//2003, 15-09-2003 KAPOLDA
PEKALONGAN 10-2004 JATENG
6. KASAT LANTAS RES KLATEN 13-10-2004 S/D | SKEP/953/X/2004, 13-10-2004 KAPOLDA
16-06-2005 JATENG
7. MAHASISWA PTIK 24-04-2005 S/D 17- | SKEP/295/v/2005, 16-05-2005 KAPOLRI
06-2006
8. PAMA PTIK 17-06-2006 S/D 30- | SKEP /359 /V1/2006, 13-06-2006 KAPOLRI
11-2006
9. PAUR PSPH DIT PPITK PTIK 01-12-2006 S/D 4- | SKEP /59 / XIf/ 2006, 05-12-2006 GUBERNUR
02-2008 PTIK
10 | PAMA POLDA METRO 4-02-2008 S0 6- KAPOLRI
04-2008
11. | KASUBSI SIM WILAYAH JAKARTA | 6-04-2008 s 1T- KAPQOLDA
BARAT 06-2009 METRO JAYA
12 | KASUBSI STNK WILAYAH JAKARTA | 16-06-2009 S/D 31- KAPCLDA
BARAT 03-2010 METRO JAYA
13 | SES SPRIPIM PCLDA METRO JAYA 31-03-2010 S/D | STR/628 /111 /2010, 31-03-2010 KAPOLDA
SEKARANG METRO JAYA
Vi TANDA JASA YANG DIMILIKI
NO. JENIS TANDA JASA NC. MOR _DAN TGL SKEP PEJABAT
1. SATYALANCANA DHARMA NUSA KEPPRES Rl NO.085 / TK fTAHUN 2005, 07 | PRESIDEN RI
NOVEMBER 2005
2. KESETIAAN 8 TAHUN SKEPY 367 / VI /2006. 15 JUNI 2006 KAPGLRI

Jakarta, 01 juni 2010
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